
Staalblad Tahun 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipd Golongan
Eropa.

2 Staatblad Tahun 1917 Nomor 130 tentang Pencatalan $ipil Golongan
Tionghoa yang lelah diubah dengan Staalblad Tahun 1919 Nomor81.

3 Staatblad Tahun 192.0Nomor 751 tentang Pencatatan Slpll Bagi Orang
Indonesia yang lelah diubah dengan Staalblad Tahun 1927 Nomor 564.

4. Staatblad Tahun 1933 Nomor 75 lentang Pencalatan Sipil Bagl Bangsa
Indonesia Kristen. Jawa, Madura dan Minahasa yang telah dlubah
dengan Slaaiblad Tahun 1936 Nomor 607.

5. Undang-udang Nomor 52 Tahun 1958 lentang Kewarganegaraan
Republik Indonesia (Lembaran Nogara Tahun 1958 Nomor 113,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647),

6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembenlukan Daerah
Tingkal II dan Kolapraja di Sumatera Selatan Lembaran Negars RI
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).

7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (lembaran
Negara Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Nomor
3019).

8. Undang·undang Nomor 9 Tahun 1992 lentang Keimigrasian (Lembaran
Negara Tahun 1992. Nomor 33, Tambahan t.embaran Negara Nomor
3437).

9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerinlahan Daerah
(Lernbaran Negara Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan lembaran
Negara Nomor 3839).

10. Undang-undang Nomar 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Alas
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 (entang Pajak Daerah dan
Retnbusi Daerah (lembarsn Negara Tal,un 2000 Nomar 246,
Tambahan Lembarsn Negara Nomor 4048).

t 1. Peraturen Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 lentang Pelaksanaan
Undang-undeng Nomor 1 Tahun 1974 (l.ernbaran Negara Tahun 1975
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050.

b. bahwa unluk memenuhi rnaksud tersebut. perlu diatur dan diletapkan
dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.

a. bahwa dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan penyelenggaraan
pendaftaran penduduk sebagaimana telah diatur dengan Peraturan
Daerah Kola Palembang Nomor 42 Tahun 2002 lenlang
Penyelenggaraan Pendafiaran Penduduk dan Cataten Sipll, maka perlu
maniruau dan mencabul Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Palembang Nomar 8 Tahun 1998 jo Peraluran Daerah Nomor 24 Tahun
2001 tentang Retribusi Penggantian Siaya Cetak Ksrtu Tanda Pengenal
dan Akte Catalan Slpll;

WALIKOTA PALEMBANG

RETRIBUSI PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN
PENDUDUK DAN CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

TENTANG

NOMOR 8 TAHUN 2003

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

_Mengingat

Menimbang



1. DaerahadalahKolaPalembang.
2. PemerinlahDaerahadalah Kepala Daerah besena Perangkat Daerah

Otonomyang lainsebagalBadanEksekulifDaerah
3. KepalaDaerahadalahWahKotaPalembang.
4. Wakil KepalaDaerahadalahWakilWallkolaPalembang.
5 SekretarisDaerahadalahSekretarisDaerahKolaPalembang.
6. Dinas Kependudukandan Catalan Sipil adalah Dinas Kependudukan

dancatetan SipilKotaPaJembang
7 Kepala Dmas adalah Kepala Dinas Kepandudukandan Calatan Sipil

KolaPalembang.
8 Camatadalah seluruhCamal dalamKotaPalembang.
9. LurahadalahselurunLurahdalamKola Palembang.

10. Pendafiaran Penduduk adalah kegiatan pendaftaran dan alau
pencatatan data penduduk beserta perubahannya. yang rnelipuf
pendaftaran dan pencatalan kelahiran, perkawinan. percerelan.
kematian dan mulasi penduduk serta penerbitan nomor induk
pendudukan.nomor induk kependudukansementara. Kartu Keluarga,
Kartu Tanda Penduduk dan akta pencatatan penduduk serta
pengelolaandala pendudukdan penyuluhan.

Dalamperaturandaerahini yangdimaksuddengan.

Pasal 1

BABI

KETENTUANUMUM

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG RETRIBUSI
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN CATATAN
SIPIL.

DEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAHKOTA PALEMBANG

Dengan persetujuan

12. Peraturan Pemenntah Nomor 31 Tahun 199B tentang Penyarahan
Sabaglan Urusan Pemerintahan Dibidang Penyelenggaraan
PendaftaranPendudukKepadaDaerah (Lembaran NegaraTahun 1996
Nomor45. TambahanLembaranNegaraNomor3742).

13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 lentang Kewenangan
Pemerintah dan KeY/enangan Propinsi Sebagal Daerah Otonoml
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54. Tambahan Lembaran
NegaraNomor3952).

14 PeraturanPemenntahNomor 66 Tahun2001 tentangRetribusiDaerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119. Tambahan Lembaran
NegaraNomor4139).

15. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 lenlang
KewenanganPemerinlahKola Palembang

16 Peraturan Daerah Kola Palembang Nomor 2 Tahun 2001 lentang
Pernbentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Struklur
OrganisasiDinasDaerah

17 Peraturan Daerah Kola Palembang Nomor 42 Tahun 2002 lenlang
PenyelenggaraanPendaftaranPendudukdanCalalanSipil

18 Peraturan Daerah Kola Palembang Nomor 44 Tahun 2002 lentang
Kelantramandan Ketartiban.

2

Menetapkan
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11. S!stem InformasiManajemenKependudukanadatah rangkaian unsur
unsur dan keglatanpengumpulan,pengolahandan penyajian informas!
data kependudukan terpadu yang diperlukan dalam mendukung
pelaksanaan fungsi·fungsi utama Departemen Dalam Negen dan
PernerintahDaerah.

12. Mutas!Dala Pendudukadalahperubahandata penduduksebagalaklbat
teriadmya pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak,
perubahan nama dan perUbahan status kependudukan, perubahan
kewargaNegaraan, perubahan dan pembatatan akta, pindah atau
datangdanperubahandata lainnya,

13. Penduduk adalah setiap Warga Negara Indonesia yang selan)utnya
dlslngkat WNI dan Warga Negara Asmg yang selanjutnya disingkat
WNAmemegangrzmIInggaltetapdiwilayahNegaraRepublikIndonesia

14 PendudukSementaraadalahsellapWarga NegaraAsing pemegangIJIn
tinggalterbatasdl WllayahNegaraRepubhkIndonesia.

15. TarnuadalahsetiapWarga NegaraIndonesiadanWarga NegaraAsing
yang melaksanakankunjungan singkat ke oaeran, belum bertempat
IInggallelap dan hanyaboleh IInggallidak lebihdan 30 (liga puluh)hari.

16. Penduduk Musiman adalah setiap Warga Negara Indonesia yang
dillang dan masuk kedaerah kola Palembangdengan maksud untuk
meneari nafkah atau pekeqaan dan belajarlsekolah letaPI tldak
bermaksudmenjadipenduduktetapKotaPalembang.

17 Nomor Induk Kependudukanyang selanjutnya dlslngkat NIK adalah
nomor identitas yang dibenkan kepada sellap penduduk dl Wllayah
Republiktndonesia. •

18. Nomor Induk KependudukanSementara yang sslanjutnva dlsingKat
NIKS adalah nomor identitas yang dibenkan kepada seliap penduduk
sementaradiwllayahNegaraRepublikIndonesia.

19. Kartu Keluarga yang sotaniutnya disingkat KK adalah kartu Identitas
keluarga yang memuat data tentang susunan. hubungan dan jumlah
ang90lakeluarga

20 Kartu Tanda Penduduk yang selaruutnyadfsfngkat KTP adalah kartu
sebagaibukti din bagIsetiappenduduk.

21 KartuNomor IndukKependudukanyangselanjutnyadlslngkatkartu NIK
adalah kartu sebaqai tanda bukti diri I legitlnlasi bagi setiap penduduk
lelap yang berusia 14 sId kurang dar! 17 tahun dan belum pemah
kawin

22 Akta PeneatatanKependudukanadalah akta olentik yang dilerbltkan
oleh Pemenntahdaerah mengenaiperistiwa kelahtran,perkawinandan
perceraianbagi yangbukanberagamaislam, kemaHanserta pengakuan
danpengesshsnsnak.

23. Keluarga adalah seseorsng atau sekelompok orang yang mempunyal
hubungsn darah dan orang lain yang IInggal dlam satu rumah,
bangunandan terdsftarcatam KartuKeluarga.

24. KepalaKeluargaadalahorangyangbertanggung[awabdalamkeluarga.
25 AnggotaKeluargaadalahmerekayang tercantumdalamKartuKeluarga

dansecarakemasyarakatanmen)adltaoggungjawabkepalakeluarge.
26 Plndahaiau datangadalah perubahantempat IInggal dari lempat lama

ketempatbaruuntukmenetap.
27. Buku Induk KependudukanI Buku lnduk PendudukSementaraadalah

buku yang memuat data awal setiap penduduklpenduduksementara
dalarnwilayahsuatukelurahan,

28 BukuMutasiPenduduklBukuMutas!PendudukSementaraadalahbuku
yang rnernuat catatan perubahan data setiap penduduk I penduduk
sementaradalamwilayahsuatukelurahan.

29 Buku Tamu adalah buku yang memuat daftar atau kedatanganorang
sebaqallamudalamviliayahsuatukelurahan.



1 Penerbilan KK.
2 Penerbitan KTP
3. Penerbitan KtPEM
4 Penerbitan Kartu NIK.
5, Penerbttan SBPOA.
6 Pemberian NIK
7 Pemberian NIKS.
8. Pencatatan dan Penerbilan Akta Kelahiran.
9 Pencatalan dan Penerbilan Akla Perkawinan bagi yang bukan

beragama Islam.
10 Pencatalan dan Penerbilan Akla Perceraian bagi yang bukan beragama

Islam.

Obiek retnbust melipull

Pasal 3

Dengen nama retnbusi penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan akta
calalan sipil dipungul relnbusi alas pengganlian blaya pelayanan, pembuatan
dan penerbltan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan akla calatan
sipil

Pasal 2

BABII

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

-I

30. Sural Kelerangan Kependudukan adalah sural yang dikeluarkan
sebagai hasil dar! keglatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk
yang mehputi surat keterangan kelahiran. surat keterangan fahir mali.
surat keterangan kemauan. sural keterangan pindah, sural keterangan
pendatlaran penduduk sementara. surat keterangan ternpat tinggal dan
sural keterangan penduduk telap.

3' . Kartu ldentitas Penduduk MUSlman (KIPEM)/Pendatang adafah kartu
tanda penduduk bagi penduduk muslrnan diwllayah kota Palembang.

32 Surat Buk1i Pelaporan Orang Asing yang selanjulnya disingkal SBPOA
adalah sural bukti yang diberlkan kepada penduduk orang aSing yang
berdorrusil. datarn wllayah kola Pafembang.

33 Badan adalah suatu bantuk Badan Usaha yang melipu1i Perseroan
Terbatas, Perseroan Komandlter, Perseroan fainnya, Badan Usaha Mlhk
Negara alau Daerah dengan nama dan dafam bentuk apapun,
Persekutuan. Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan ateu
Organlsasi yang sejenis. Lembaga, Dana Penslun, Seniuk Usaha Tetap
serta benluk Badan Usaha lalnnya

34. Relribusi Penyelenggaraan Pendal1aran Penduduk dan Catalan Sipil
yang selaruutnya dlsebut Relnbusi adatah biaya yang dipungut alas
pelayanan. pembuatan dan penerbilan penyelenggaraan pendaftaran
penduduk dan akta catatan slpi!.

35. Jasa umum adalah tasa yang dlsediakan atau diberikan olen Pemerinlah
Daerah untuk tuluan kepentingan dan kemanfaalan umum serta dapal
dlnlkrnati oleh orang dan atau Badan

36. Wajib Retribusl atau subiek retrlbusr adalah orang yang rnenurut
peraturan perundang-undangan diwajibkan unruk melakukan
pembayaran relribusi

37 Penyldlk pegawai Negen Sipil adalah PenYldlk Pegawal Negeo Sipil
dllingkungan Pemermtah Kola Palembang.



Penggantian pelayanan penyelenggaran pendaftaran penduduk dan akla
calatan sipil ditetapkan sebagal berikut .

PasalS

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRtBUSt

BABVI

Prinsip yang dianut dalarn penetapan struklur dan besamya lant relribusi
dlletapkan berdasarkan kebijaksanaan Pemerintah Daerah dengen
mernperumbanqkan biaya pelayanan penyelenggaran pendaftaran penduduk
dan akla catatan sipil.

Pasal7

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

BABV

Tlngkat penggunaan lasa diukur berdasarkan Jumlah penerbitan
penyelenggaran pendaftaran penduduk dan akla calalan slpi!.

Pasal6

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN
JASA RETRIBUSI

BABIV

Relribusi penyelenggaran pendaftaran penduduk dan ak1a calalan sipll
merupakan golongan retnbusi jasa umum.

PasalS

GOLONGAN RETRIBUSI

BABII!

Subjek retribusl atau wallb retrlbusl adatsh orang alau badan yang mendapat
poJayanan dari Pemerinlah Daerah berupa penyeJenggaran pendafteran
penduduk dan akta calalan sipil

Pasal4

11 Pencalalan dan penerbuan Akta Kematian
12, Pancatatan dan penerbitan Akla Pengakuan den pengesahen anak.
13 Muiesl data penduduk
14. PengeloJaen data penduduk
15 Pencatalan dan penerbitan Surat Kelerangen pendanaren penduduk
16 Penyimpanan dan pemeJiharaan akta Kelahiran, akla Perkawinan, Akla

Perceraran, Akta Kemalian, Akla Pengakuan dan Pengesahan anak.

s



Rp. 11.000.

Rp. 7.500"
Rp. 2.000,
Rp 1.500,-

• Anak kesatu dan kedua .
Dengan nncran biaya •
• Penerbiian Akta .
• Blanko _
• SakSI ..

(b) Akla Kelahiran IsUmewa I Penelapan Pengadllan Neger! (PN) .

• Anak kehga dan seterusnya. • ..
Dengan rincian biaya .
• Penerbilan Akta r ..

• Blanko...... .. _ .
• Saksi _ .

- Anak kesatu dan kedua.. .. ..
Dengan rincian braya .
• Penerbilan Akta .. ..
• Btanko .. .

Rp. 8500,

Rp. 5000,
Rp. 2.000,
Rp. 1500,-

Rp 10.500,

Rp 7000,
Rp 2.000.
Rp. 1.500,-

• Saksi .......

(a) AIda Kelahiran Umum .

1) Pelayanan pembuatan dan penerbltan kuupan akla kelahiran unluk
WNI dltetapkan sebagai berikul :

b. Slaya penerbilan Akta Catalan Slpll dan kelengkapannya :

1) Pelayanan KK .........•..•..•..... Rp 2.500,-
2) Pelayanan KTP WNI .. Rp. 4.650,-
3) Pelayanan KTP WNA .. .. . .. .. Rp. 9.000,-
4) Pelayanan Pendanaran Kelahiran Penduduk WNI Rp. 1.500,-
5) Pelayanan Pendaftaran Kelahiran Penduduk WNA .. Rp. 5.000,-
6) Pelayanan Pendaftaran Kematian Penduduk WNI .. .... Rp 1 500,-
7) Pelayanan Pendaftaran Kemallan Penduduk WNA . . Rp. 5.000.-
8) Pelayanan Pendaflaran Penduduk Lahir Mali WNI ... .... Rp 1.500,-
9) Pelayanan Pendafteran Penduduk Lahir Mati WNA Rp. 1,500"

10) Pelayanan Pendaftaran Penduduk Baru WNI Rp. 2.000,-
11) Pelayanan Pendaftaran Penduduk Baru WNA Rp. 10.000,-
12) Penerbitan Pendaftaran PendudukTetap .. .. . Rp. 5.000,-
13) Penerbilan Pendaftaran Penduduk Semenlara . .. ...... Rp 5.000,-
14) Penerbllan Pendaftaran Pmdah Penduduk WNI.. .. .. Rp. 1.500,-
15) Penerbilan Pendaftaran Plndah Panduduk WNA. Rp. 5.000,-
16) Sural Kelerangan Pindah Tempal Tlnggal . Rp. 2.000,-
17) Sural Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan Rp. 5.000,-
18) Pelayanan KIPEM . . . Rp. 15.000,-
19) Pelayanan Kartu WNI NIK Rp. 2000,-
20) Pelayanan Kartu WNA NIK... .. Rp. 15000,-
21) Pelayanan SPBOA . .. Rp.25.000,-
22) Pelayanan Perpan)angan SPBOA. Rp.15.000,·
23) Blanko KK (persel) .... ...... Rp 800.- .
24) Blanko KTP (perlembar). . Rp. 1.100,-
25) Formulir lsian Biedata Penduduk dan Keterangan (persel}Rp 250,-,
26) Blanko KIPEM (perset) .. .. .. Rp. 1.100,-
27) Blanko NIK (perlembar)... . Rp. 1.100,-
28) Blanko SPBOA (persel) . ... .. Rp. 1.500"

a. Siaya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan kelengkapannya:
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4) Biaya pelayananpencalatandan penerbitan kulipan akla psrkawinan
yang kurang dart iangka waktu 1 (satu) buJan sejak tanggal
pengesahan perkawinan menurut agama. diletapkan sebagai
berikul:

Rp. 14.000.-

Rp. 12.000.-
Rp. 2.000,-

Rp. 32.000.-

Rp. 30.000.-
Rp. 2.000.-

(b) UntukWNA ._ '" : .
Denganrincianbiaya.
• PenerbllanAIda .
• Blanko .. .

(a) UntukWNI .
Dengannnoianbiaya :
• BiayaPenerbitanMia .
• Blanko ..

3) Siays pelayanan kulipan kedua dan selerusnya akta kelaruran
d!letapkansebagalberikut:

Rp. 18.500.-

Rp. 15.000.-
Rp. 2.000.-
Rp. 1.500,-

Rp. 35.500.-

Rp. 32.000.-
Rp. 2,000.-
Rp 1.500.-

- Anak kellgadan seterusnya .
Denganrincianblaya :
• PenerbnanAkta .
• Blanko .
• Saksl .

• Anak kesatudankedua , .
Denganrincianbiaya :
• PenerbilanAkla .....• " .
• Blanko .
• Saksl .

(a) AnakkelahlranUmumI PenetapanPangadilanNager!.

2) Blaya peJayananpencatatan dan penerbitan kutipan Akta Kelahiran
untukWNAditetapkan sebagaiberikut:

9.000.-
2.000.-
1.500.-

• Anakkellgadanseterusnya Rp. 12.500.-
Dengenrincianbiaya.
• PenerbilanAkta . Rp.
• Blanko Rp.
• Saksi Rp.

· Anakkesatudan kedua "............... Rp. 8.500.-
Denganrincianbiaya •
• PenerbitanAkla Rp. 5.000.-
• Blanko Rp. 2.000.-
• Saksl Rp. 1.500.-

(c) Akta KelahiranDispensasi.
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- Anakkeligadan selerusnya'" _.. Rp. 13.500,-
Denganrincianbiaya :
• PenerbilanI\kla Rp. 10.000.
• BlayaBlanke ..•... Rp. 2.000.-
• Saksi_._.... Rp i.500.-



Rp. 106.000.·
Rp. 2.000.
Rp 10.000.-

Rp 158.000.

Rp. 146.000,
Rp. 2.000,
Rp. 10.000,·

Rp. 98.000,·

Rp. 86.000.
Rp. 2.000,
Rp. to.OOO,-

Rp 118.000,-

(c) Pencatatan di han Ubur unluk WNI... . ..
Dengan nncian braya .
• Penerbitan Akla. .. ..
• Blenko ..
• Saksl 2 orang ..

(b) Psncatatandl luar kanlor untuk WNI. .. ..
Dengan rtnclan biaya .
• Penerbilan Akta. .. .
• Blanko.... .. .
• Saksi 2 orang _ .

(a) Pencatatan dl dalarn kantor untuk WNI .
Dengan rindan blaya .
• Penartntan Akla . ..
• Blanko .. .. .. .
• Saksi 2 orang ..

5) Blaya pelayanan psncatatan dan penerbltan kutipan akta perkawinan
yang melebltu Jangka waklu 1 (ssiu) bulan sejak langgal pengesahan
perkawman menurul agema ditetapkan sebegel berikut :

II

Rp. 55.000,·

Rp 43.000,·
Rp 2.000,-
Rp. 10000.-

Rp. 65.000,-

Rp. 53.000,·
Rp 2.000,-
Rp 10.000,·
Rp. 85.000,·

Rp. 73.000.-
Rp. 2.000,-
Rp. 10.000,-

Rp 85.500,-

Rp. 73.500,·
Rp. 2.000,-
Rp. 10.000,·

Rp. 135.000,-

Rp.123.000.-
Rp. 2.000.-
Rp. 10.000,-

Rp. 142.000,·

Rp. 130.000,·
Rp. 2000,·
Rp. 10000.·

(I) Pencalalan di hari libur untuk WNI .
Dengen nncian blaya .
• Pensrbuan Akla .
• Blanke • .
• Saksl 2 orang ..

(e) Pencatatan dl luar kantor unluk WNA .
Dengan nnctan biaya .
• Penerbilan Akla . . ..
• Blanko .. .
• Saksl 2 orang . ..

(d) Pencalatan dl dalem kanlor untuk WNA .........
Dengen nncian biaya .
• Penerbuan Akla ..
• Blanko ..
• Saksi 2 orang .

(b) Pencatatan dlluar kanlor untuk WNI .
Dengan oncian biaya
• Biaya Penerbitan Akla .
• Blanke . ..
• Saksi 2 orang....... ..

(c) Pencalalan dl han libur unluk WNI .
Dengan rincian biaya.
• Penerbuan Akla .
• Blanko.. .. .
• Saksi 2 orang. .. ..

(a) Pencalatan dl dalam kanlor unluk WNI.. ..•......
Dengan rincian bray a .
• Penerbltan Akta '" ..• .. ..
• Blanko. ..... . .....•.•......................
• Saksi 2 orang . . ...............•..



Rp.129.500.

Rp. 127 000.
Rp. 2.000.-

(a) Untuk WNI _
Dengan rinclan biaya
• Penerbitan Akta.. .. _
• Blanko .

8) Siaya pelayanan pencatatan dan penerbltan akla perceralan yang
melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan dan tidak metebihl jangka waklu
6 (enam) bulan sejak keputusan Penqadilan Negeo yang lelah
mempunyal kekuatsn hukurn yang tetap, duetapkan sebaqai berikul :

Rp. 65.750.

Rp. 63.750,
Rp. 2.000"

Rp. 115750.,

Rp. 113750.
Rp. 2000.-• Blanko

(b) Untuk WNA .
Dengan rincian biaya :
• Penerbilan Akla ..

(a) Unluk WNI .. ..
Dengan nncian biaya .
• Penerbilan Akta. .. .
• Blanko .. ..

7) Blaya pelayanan pencatetan dan penerbllan kuupan 'akta perceraian
yang kurang dari langka waklu 1 (salu) bulan sejak langgal kepulusan
Pengadilan Negeri yang lelah mempunyai kekualan hukum tetap.
ditetapkan sebagal berikul .

Rp 32000.-

Rp. 30.000.-
Rp. 2.000.-

Rp. 54.000,-

Rp. 52.000.-
Rp. 2.000.-

(b) Unluk WNA .
Dengan rincian biaya .
• Penerbuan Akta ..
• Blanko .. .., .

(a) Untuk WNI .
Dengan nnclan blaya .
• Penerbitan Akta .
• Btanko .

6) Biaya pelsyanan kutipan kedua dsn seterusnya akla perkaY/inan unluk
suamllstn. 1 (salu) set dltetapkan sebagai benkut :

Rp 159.000"

Rp. 147.000.·
Rp. 2.000.
Rp. 10.000.·

Rp. 258.000.

Rp. 246.000.
Rp. 2.000.
Rp 10.000.-

Rp. 272.000.

Rp 260.000.
Rp. 2.000.
Rp. 10.000,-
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(I) Pencatalan dl hari Ilbur untuk WNA ..
Dengan rinclan biaya .
• Penerbitan Akla .. .. .. ..
• Btanko .
• Saksl 2 orang .

(e) Pencatatan dl luar kantor untuk WNA ..
Dengan nncran biaya
• Penerbilan Akta. .. .. .
• Blanko • .
• Saksi 2 orang .

(d) Pencatatan dl dalam Kantor untuk WNA
Dengan rincian biaya :
• Penerbltan Akta .
• Blanko ..... '" .......•.....................
• Saksl 2 orang . .. .. ..



13) Biaya pelayanan kulipan kedua dan selerusnya pencalatan pengakuan
dan pengesahan anak ditetapkan sebagai berikut ,

Rp. 34.750,-

Rp. 32.750,-
Rp. 2.000,-

Rp. 39,750,'

Rp. 37.750,-
Rp. 2.000"

(b) Untuk WNA ..
Dengen rincian biava :
• Penerbilan Aida ..
• Slanko . ..

(a) Untuk WNI _.. . ..
Dengen rincian biaya:
• Penerbnan Akla ..
• Sianko .

12) Sieya pelayanan pengakuan dan pengesahan anak diletapkan sebagai
berikut

Rp. 9.750,-

Rp. 7750"
Rp 2.000,-

Rp. 14.750.-

Rp. 12750"
Rp. 2.000"

(b) Untllk WNA .., .
Dengan rincian braya : •
• Penerbuan Aida • .. ..
• Slanko ..

(a) Untuk WNI . .. .
Dengan rinclan biaya :
• Penerbitan Akta .
• Blanko ..

11) Siaya pefayanan kutipan kedua dan seterusnya akta kemalian
dlletapkan sebaga: benkul .

Rp. 6.750,-

Rp 4.750,-
Rp. 2.000"
Rp. 9750,-

Rp. 7.750,-
Rp. 2.000,-• Blenko ...

(a) Unluk WNI
Dengan rincian biaya
• Penerbilan Akla ..
• Blanko . .. .. ..

(b) Unluk WNA . . .
Dengan nncian blaya
• Penerbitan Akta ..

10) Siaya pelayanan pencatatan dan penerbuan kunoan akla kemalian
cnetapken sebaqat benkul .

Rp. 63.750,
Rp. 2.000,-

Rp. 115750,

Rp. 113.750,
Rp. 2.000,-

Rp. 65.750,-

(b) Unluk WNA _ .
Dengan nncian blaya :
• Penerbilan Akta .
• Blanko .. . ..

(a) Unluk WNI .
Dengan nncian biaya :
• Penerbilan Akla ...............• . ..
• Sianko , ..

9) Siaya pelayanan kutipan kedua dan seterusnya skla percerian unluk
suamf Islri, 1 (satu) set dltelapkan sebagal berikul :

Rp. 229.500,

Rp. 227.500,
Rp 2.000,-

10
(b) Unluk WNA '" ...............•..•..

Dengan nnetan biaya .
• Penerbitan Akta '" ,..........• ,.
• Blanko. . . .



Rp. 2.500,-20) Siays legalisir akta per-set

19) Unluk pemohon yang tidak mampu ternadap ketenluan biays
sebagaimana dimaksud Peratursn Dserah 11lI. dapal diberikan
keringanan sehnggl-tingglnys 25 % selelah mendapal perselujuan dan
Kepala Daerah.

18) Blaya pelayanan peneatalan pelaporan kelshirsn.
perkawinan.perceralan dan kernauan di luar negen ..... Rp. 20.000.
Apabila melebihi jangka waklu 1 (satu) tahun sejak
yang bersangkutan kembali ke Indonesia . Rp. 40.000,-

Rp. 32.000.-

Rp. 30000.-
Rp. 2.000 -

Rp. 42.000.-

Rp. 40.000.-
Rp. 2.000 -

(b) Unluk WNA .
Dengan rinclan biaya :
- Penerbitan akla .. .
- Blanko... . •. .. .

(8) Unluk WNI ..
Dengan rinclan biaya .
- Penerbitan akla.. . .
- 8lanko. .. .

17) Blaya pelayanan peneatatan dan penerbllan salinan/duplikat kuupan
akla dlletapkan sebagai berikut .

Rp. 20.000,
Rp. 20.000,
Rp. 20.000.-

16) Blaya pelayanan pencalalan perubshan skla Catalan Slpll ditetapkan
sebagai bertkul .
(a) Perubahan status kewarganegaraan ..
(b) Perubahan ganh nama ...... ... .. ..
(c) Pembatalan akta ........

Rp 5.000.
Rp. 11.500,-

15) Blaya pelayanan pencatatan dan penerbilan Sural Kelerangan Calalan
Sipil ditetapkan sebagai berikut :
(a) Unluk WNI . ..
(b) Untuk WNA .

Rp. 29500.-

Rp. 27500.-
Rp. 2000.-

Rp. 54 500,-

Rp. 52500.-
Rp. 2.000,-

(b) Unluk WNA ..
Dengan nnclan biaya :
• Penerbilan Akla .
• Blanko . ........ . .

(a) Unluk WNI .
Dengan rinelan biaya :
• Penerbilan Akla ..
• Blanko ..

14) Blaya pelayanan pencalalan dan penerbilan akla pengangkalsn anak
ditetapkan sebagai berikul

II

Rp. 39500.-

Rp. 37.500,-
Rp. 2.000.-

Rp 69.750.-

Rp 67.750.-
Rp. 2.000.-• Blanko

(b) Unluk WNA .
Dengsn nneian biaya .
• Penerbilan Akla .. ..

(a) Unluk WNI ..
Dengan rineisn biaya :
• Penerbuan Akla ..
• Blanke .



(3) Seniuk, iSI. kualitas, Ukuran tanda buktl pembayaran retrlbusl ditetapkan oleh
Kepata Daerah

(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penetimaan

(1) Pembayaran Retrlbusl sebagaimana dl maksud Pasal 13 Peraturan Daerah
inl diberikan tanda buktl Pembayaran

Pasal 14

(1) Pembayaran Relnbusi harus dilakukan secara lunas I tunal,

(2) Haslt penenmaan Retribusi disetor ke Kas Daerah selarnbat - lambatnya 1 x
24 Jam.

Pasal13

TATA CARA PEMBAYARAN

BABXI

(2) Pelaksanaan Pemungutan sebaqarmana dimaksud ayat (1) pasal ini
dilelapkan oleh Kepala Daerah.

(1) Pemungutan Retnbusi tidak dapat dlborongkan.

Pasal12

TATA CARA PEMUNGUTAN

BABX

(3) Selelah formulir pendataan dan pendafiaran dikirimldlsampalkan kepada
wajib reinbusl diisi dengan lelas. lengkap dan benar dlkembalikan kepada
petugas retnbusi

(1) Untuk mendapatkan dala WaJlb Retribusi pertu dl1aksanakan pendataan dan
pendaflaran terhadap Wajib RelrbJbUSI.

(2) Kegiatan pendataan dan pendaftaran diawali dengan mempersiapkan
dokumen yang dlpertukan berupa formullr pendataan dan pendaftaran
dlsampaikankepada Wajlb Rehibusi.

Pasal11

TATA CAR A PENDATAAN DAN PENDAFTARAN

BABIX

Retnbusi yang terulang dipungul dl Wllayah Daerah lerutang.

Pasal9

BABVII

WILA YAH PEMUNGUT AN

12



(1) W~lb retribusi yang tidak meiaksanakan kewajibannya sehlngga meruglkan
keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enarn) bulan
atau denda paling banyak 4 (ernpat) kalt jumlah retnbusi yang lerhutang.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayal (1) passum adalah pelanggaran.

Pasal 18

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

(4) Tala cars pengurangan. kennganan dan pembebasan retnbusi diletapkan
oleh Kepala Daersh.

(3) Pemberian pembebasan ratnbusl sebagaimana dimaksud ayal (1) pasal iru
antars lain unluk wallb relibusi yang berusia lanjut atau yang berusla 60
(enam puluh) tahun kealas. .

(2) Pemberian pengurangan dan keringanan relribusi sebagaimana dimaksud
ayol (1) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat.anlara lain dapat
dlberikan kepada orang cacet, pelajar alau mahasiswa,

(1) Kepala Daerah dapal memberikan penqurangan, kennganan dan
pembebasan relribusi

Pasal17

BAB XIII

PENGURANGAN. KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Benluk formullr yang dlpergunakan unluk melaksanakan penagihan relribusi
sebagaimana dlmaksud Pasal 15 Peraluran Oaerah ini diletapkan oleh Kepala
Oaerah

Pasal 16

(4) Arsip dokumen yang lelah dlcetat disimpan sesuai nomor berkas secara
berurulan.

(3) Bel'dasarkan dartar penenmaan sebagaimana dimaksud ayal (2) pasai Ini
dibuallaporan reallsasi penerimaan relribusi

(2) Alas dasar buku Relribljsi sebagaimana crmaksud ayat (1) pasal ini dibual
dartar penerimaan.

(1) Besamya penyetoran retnbust dthlrnpun dalam Jenis buku Retnbusi.

Pasal15

BABXII

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN
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Dengan bertakunya Peraturan Daerah mr, maka Peraturan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkal II Palembang Nomor 8 Tahun 1998 tentang
Relrlbusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Pen9enal dan Akta Catalan
Sipil jo Peraturan Daerah Kola Palembang Nomor 24 Tahun 2001 !enlang
Perubahan Pertama Peraturan Daarah Kotamadya Daerah Tingkat It
Palembang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Relribusi Pengganlian Blaya CetaK
Kartu Tanda Pengenal dan Akta Catatan Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak
bsrlaku.

Pasal21

(1) Dinas Pendapatan Daerah merupakan koordinator pungutan Retribusi
Daerah.

(2) Hat - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih
lanju! oleh Kspala Daerah sepanjang mengenal peraturan pelaksanaannya.

Pasat20

KETENTUAN PENUTUP

BAS XVI

a. menerlma laporan atau pengaduan darl seseorang tentang adanya
Hndak pidana;

b. melakukan tindakan pertarna pada saar ltu di!empa! kejadlan dan
melakukan pemeriksaan;

c. menyuruh berhentl seorang !ersangka dan memeriksa tanda pengenat
din tersangka;

d. melakukan penyi!aan benda dan atau sural;
e. mengambil sidik jari dan memolret seseorang;
f. memanggil orang urnuk didengsr dan diperiksa sebagai lersangka atau

saksl; •
g, mendatangkan orang ahll dalam hubungannya dengan pemenksaan

perkara,
h. mengadakan penghentian penyidlkan setelah mendapat petunluk dari

penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut
bukan merupakan tindak pidana dan selanjulnya mala lui penyidlk
memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum. tersangka atau
keluarganya;

i. mengadskan lindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung
jawabkan.

(2) Dalam pelaksanaan lugas penyidikan. Penyldik Pegawai Negerl Sipil
(PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasat ini. berwenang :

('I) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana.
penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah
Inf. dapa! juga dllakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipll (PPNS)
dilingkungan Pemerintahan Daerah yang pengangkatannya ditetapkan
sesuat dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

PENYIDIKAN

BAB XV
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Lllllnd.nllbn dl Pal.muong
1.,~:... n»~.117- 1/- 2003
Si,Ri "a" D.•tRolI! ~o,f, 'AIIMB~~G

Dltelapkan di Palembang
padatanggal 12 Nopember 2003

PeraluranDaerahini mulai berlakuselak18nggaldlundangkan
Agar supava setlap orang dapal mengelahuinya. memennlahkan
pengundangan Peraturan Daerah in! dengan penempatannya dalam
LembaranDaerahKolaPalembang.

Pasal 22
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